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I. UMUM 

 Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan 

Pajak pada Kementerian Pertanian sebagai salah satu sumber penerimaan 

negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan 

pada masyarakat. 

 Kementerian Pertanian telah memiliki jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian 

Pertanian, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas 

jenis, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dengan Peraturan 

Pemerintah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

  Ayat (1)  

 Yang dimaksud dengan “kontrak kerja sama” adalah 

kesepakatan antara unit kerja atau unit pelaksana teknis 

dengan pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk bidang 

penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. 

  Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

   Ayat (3) 

  Kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan kegiatan kerja sama 

dengan pihak lain pada penelitian dan pengembangan, serta 

pendidikan dan pelatihan pertanian antara lain berupa kegiatan 

yang belum tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.  

Pihak lain adalah institusi pemerintah, institusi pendidikan, 

badan hukum, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 

internasional, dan perseorangan baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “hewan organik” adalah hewan milik 

instansi pemerintah misalnya Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dilatih 

dan dipelihara secara intensif dalam rangka membantu tugas 

kedinasan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah pemberian 

bantuan berupa Media Pembawa Hama Penyakit Hewan 

Karantina (HPHK)/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina 
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